BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PEKALONGAN

NOMOR:069/HK.01.01/K.JT-18/8/2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR: 014/HK.01.01/K.JT-18/2/2023
TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

Menimbang

PEKALONGAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEKALONGAN

. a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat undang-

undang dan peraturan yang mengatur tentang pelayanan
informasi publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan
Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang
sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2022;

bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan
mengembangkan sistem penyediaaan layanan informasi
secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan
petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang
berlaku secara Nasional;

bahwa dengan adanya pergantian Anggota Bawaslu
Kabupaten Pekalongan Periode Jabatan 2023-2028, maka
perlu merubah Surat Keputusan tentang Pembentukan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Bawaslu Kabupaten Pekalongan.



Mengingat

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, b, dan ¢ maka perlu menetapkan Keputusan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan
Nomor: 069/HK.01.01/K.JT-18/8/2023 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor:
014/HK.01.01/K.JT-18/2/2023 Tentang Pembentukan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Badan Pengawas Pemilihan Umum  Kabupaten
Pekalongan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 181);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149),

Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan
Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan
Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan,

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10
Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan
Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum,
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.



Memperhatikan: 1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Republik Indonesia Nomor:
0075/K.BAWASLU/HM.00/111/2020  Tentang  Pelayanan
Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota,
tanggal 26 Maret 2020;

2. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengaawas
Pemikihan Umum Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah
Masa Jabatan 2023-2028, No. 2594.1/HK.01.01/K1/08/2023
Tanggal 18 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN:

. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten

Pekalongan Nomor: 069/HK.01.01/K.JT-18/8/2023 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum  Kabupaten Pekalongan  Nomor:
014/HK.01.01/K.JT-18/2/2023 Tentang Pembentukan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan;

: Penetapan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) Kabupaten Pekalongan berdasarkan
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pekalongan;

: PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,

melaksanakan tugas dan melaporkan hasil kegiatan kepada
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan
Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah;

. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal, 19 Agustus 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

)HAMAD TOHIR, S.Pd.




Lampiran 1
Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten

Pekalongan
Nomor : 069/HK.01.01/K.JT-18/8/2023
Tanggal - 19 Agustus 2023

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

PEMBINA PPID
MOHAMAD TOHIR, S.Pd.
\

/ TIM PERTIMBANGAN

(ANGGOTA BAWASLU)
ATASAN PPID == | KUSUMA WLJAYA, S.E. M.Ak, CHPRM
TOTO SUPRIANTO. S.T.. M.T. BUDI NUR HADI WIBOWO, S.1.P.

TEGUH SETIAWAN, S.Pd.

| M. ANIS SOFWAN, S.Sy.

G 4

T —
|

PETUGAS LAYANAN
AGUS SALIM, S.H.
MOHAMAD SAFI'L, S.H.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
& KETUA,

MOHAMAD TOHIR, S.Pd.



Lampiran Il
Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pekalongan

Nomor : 069/HK.01.01/K.JT-18/8/2023
Tanggal : 19 Agustus 2023
SUSUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEKALONGAN

Kedudukan Dalam
No Nama Jabatan PPID
1 | Mohamad Tohir, S.pg. | Ketua BawasluKabupaten| . opip
Pekalongan
5 Kusuma Wijaya, S.E., Anggota Bawaslu TIM Pertimbangan
M.Ak., CHPRM. Kabupaten Pekalongan PPID
3 Budi Nur Hadi Wibowo, Anggota Bawaslu TIM Pertimbangan
S.ILP. Kabupaten Pekalongan PPID
. Anggota Bawaslu TIM Pertimbangan
4 | Teguh Sesawen R Kabupaten Pekalongan PPID
. Anggota Bawaslu TIM Pertimbangan
S | M.Anis Sofwsn, B8y Kabupaten Pekalongan PPID
6 | Toto Supsianto, 8T, mT,| Joorinator Sewkrefariat Atasan PPID
Bawaslu Kab. Pekalongan
7 | Mustajirin Bendahara Pengeluaran PPID
Pembantu
8 | Agus Salim, S.H. Staf Bawaslu Kabupaten | Petugas Pelayanan
Pekalongan Informasi
9 | Mohamad Safii. S.H. Staf Bawaslu Kabupaten | Petugas Pelayanan
Pekalongan Informasi

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA,

MOHAMAD TOHIR, S.Pd.




